memberikan  pengarahan agar masing-masing pihak  dapat
mengendalikan diri serta meminta semua pihak untuk tetap saling
bekerjasama dengan dasar iktikad baik. Walaupun mengetahui ada
indikasi ada pihak yang salah, tidak serta merta mediator langsung
menjustifikasi pihak tersebut, namun dengan cara bijaksana meminta
para pihak agar menyadari akan hal-hal yang berkaitan kebaikan semua.
Maka dari itu salah satu faktor penting yang diperhatikan Kantor BPN
Wilayah Jateng dalam hal ini Kepala Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menunjuk Tim
Pelaksana Mediator yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan
untuk melaksanakan mediasi. Dimana mereka akan mampu untuk
mengendalikan jalannya proses mediasi agar berjalan sebagaimana

mestinya.
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BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Mekanisme Penanganan

Sengketa Tanah Melalui Gelar Mediasi Yang Diselenggarakan Oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Mekanisme penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor
BPN Wilayah Jawa Tengah adalah melalui gelar mediasi, dimana
penanganannya berpedoman pada Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan. Sebagian besar sengketa tanah yang ditangani dapat
diselesaikan melalui gelar mediasi. Peran Kantor BPN Wilayah Jawa
Tengah yang cukup besar dalam penanganan sengketa tanah melalui
gelar mediasi, kiranya dapat dijadikan tolok ukur yang positif bagi
kinerja Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah selama ini. Gelar mediasi
yang dilakukan Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dimulai dari
pengaduan, Penggolongan Informasi Kasus Pertanahan, Pengkajian
Kasus Pertanahan, Penanganan Kasus Pertanahan, dan Gelar Kasus

hingga dihasilkan kesepakatan dari proses gelar mediasi yang pada
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akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa
untuk dilaksanakan dengan dasar iktikad baik dari masing-masing pihak
yang bersengketa tersebut.

. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah
dalam menangani sengketa tanah melalui gelar mediasi, berasal dari
faktor eksternal dan internal. Kendala yang berasal dari faktor eksternal
antara lain : ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada
iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan perbedaan
kemampuan dan pendidikan diantara para pihak. Sedangkan kendala
yang berasal dari faktor internal adalah karena kedudukan Kantor BPN
Wilayah Jawa Tengah sebagai mediator tidak bisa sebagai
pemutus/pengadil. Berbagai kendala/hambatan tersebut kadang
membuat pelaksanaan gelar mediasi mengalami kegagalan, namun
kadang juga hanya menjadi pengulur waktu dari proses penanganan
sengketa tanah melalui gelar mediasi, dengan kata lain mampu diatasi
walaupun memerlukan waktu yang lebih lama.

. Upaya yang dilakukan oleh Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah dalam
mengatasi kendala yang dihadapi Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah
dalam penanganan sengketa tanah melalui gelar mediasi, yaitu kendala
yang berasal dari faktor eksternal dengan mengupayakan proses mediasi
lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing
pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah, dan mempersilahkan

para pihak untuk menyertakan pendamping orang yang terpercaya untuk
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membantu memberikan argumentasi dan bukti-bukti. Sedangkan
kendala yang berasal dari faktor internal Kantor BPN Wilayah Jawa
Tengah diupayakan dengan menunjuk salah satu staf yang siap secara
pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi mediator dalam
penanganan sengketa tanah di Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah.
Setidaknya dari berbagai kendala yang ada tersebut, tidak mengurangi
esensi dari mediasi sebagai upaya alternatif terbaik dalam menangani
sengketa tanah yang ada di Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah. Karena
dari berbagai kendala yang ada, sebenarnya tergantung kepada para
pihak yang bersengketa apakah mereka mempunyai niat yang sungguh-
sungguh atau tidak dalam menyelesaikan sengketa tanah yang mereka
hadapi, entah itu dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak.
Berdasar dari salah satu kasus sengketa tanah yang dilakukan upaya
penanganannya melalui gelar mediasi, jika kedua belah pihak bisa saling

kooperatif sebenarnya akan cepat diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan

saran sebagai berikut :

1.

Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah harus lebih meningkatkan kualitas
sumber daya manusianya dalam hal ini kepada Kepala Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang
menangani kasus melalui gelar mediasi dengan memberikan pelatihan

bagi Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
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Pertanahan secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian
sengeta tanah melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang
terbaik sebagai mediator sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai
kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses gelar
mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan
atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-
macam..

. Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah agar lebih mensosialisasikan
keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan
masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah
alternatif melalui cara gelar mediasi kepada khalayak umum, terutama
sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini yang disosialisasikan
dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan
permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis permasalahan yang
berpotensi untuk diselesaikan melalui gelar mediasi, dan materi lain
yang Dberkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah
pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih percaya dengan
penyelesaian sengketa tanah menggunakan gelar mediasi, sehingga
menjadi salah satu solusi bagi masayarakat dalam penyelesaian sengketa
tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur

litigasi.
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